BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi
dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan
pertimbangan tentang hukumnya.’® Pada sub bab ini, penulis akan
menjabarkan pertimbangan tentang duduk perkara. Pertimbangan duduk
perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang
duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban
tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak

serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat

B3¢sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 223
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atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.*’Adapun perkara dengan nomor
4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg merupakan perkara cerai gugat. Cerai gugat
diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar memutuskan perkawinan
antara penggugat dengan tergugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1)
telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang
bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “isteri”. Pada pihak lain
“suami” ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dalam perkara ini, penggugat
dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2011, mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu
menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Dalam posita yang diajukan oleh penggugat, dijelaskan bahwa antara
penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni
2011 yang dicatatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah dengan
Nomor: XXX/ XX/ VI/ 2011. Setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan
tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah kedua
orang tua penggugat. Namun, selama pernikahan tersebut antara penggugat
dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
sehingga diantara kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami

isteri (gabla al-dukhul), karena:

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 263.
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Sejak sebelum menikah penggugat tidak mencintai tergugat dan
tidak menghendaki pernikahan dengan tergugat, tetapi
penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada
orang tua penggugat yang bermaksud tetap menikahkan dengan
tergugat.

Penggugat telah berusaha untuk mencintai tergugat, namun tidak
berhasil. Oleh sebab itu, penggugat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai seorang isteri.

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan
tergugat berkelanjutan terus-menerus, sehingga tergugat memutuskan
untuk meninggalkan penggugat selama tiga bulan dengan pulang ke
kediaman orang tua tergugat. Penggugat merasa menderita lahir dan
batin atas prilaku serta sikap tergugat tersebut, sehingga penggugat
tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan
tergugat. Untuk itu, dalam petitum gugatan, penggugat mengajukan
agar majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir untuk
kemudian menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak majelis
hakim menunjuk salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, akan tetapi gagal

mendamaikan kedua belah pihak. Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan

perkara dengan terlebih dahulu melakukan usaha perdamaian bagi kedua belah
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pihak, namun tetap tidak berhasil. Sehingga, penggugat tetap mempertahankan
gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dalam perkara cerai gugat gabla al-dukhul ini, tergugat mengajukan
gugatan rekonvensi atas gugatan konvensi secara bersama-sama dalam bentuk
tertulis yang intinya, tergugat membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan
oleh penggugat. Tergugat tidak pernah bertengkar dengan penggugat, tergugat
hanya menasehati penggugat sebagai bentuk kewajiban suami terhadap
isterinya, sebab tergugat bukan tipe orang yang suka bertengkar dan otoriter
terhadap isteri. Sedangkan dalam rekonvensi, tergugat meminta ganti rugi
biaya perkawinan terhadap penggugat sebagai bentuk kekecewaan tergugat dan
orang tua tergugat, yaitu sebesar Rp. 43.000.000,-. Adapun dalam konvensi
maupun rekonvensi, berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang
diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat bukti lainnya, pada putusan
dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg majelis hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai
berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P.1/ Akta otentik (vide pasal 165
HIR jo pasal 1868 KUHPerd), telah terbukti bahwa
penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum
perkawinan yang sah;

Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat (vide pasal 174
HIR jo pasal 1925 KUHPerd) telah nyata terbukti bahwa
keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat
sejak penikahan sampai diajukan gugatan cerai belum
pernah rukun (gabla dukhul);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (vide pasal 167

HIR jo pasal 1895 KUHPerd) baik dari pihak penggugat
maupun tergugat telah nyata terbukti bahwa antara
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penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima)
bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat
telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena
justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan
mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian
yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan
doktrin hukum Islam dan kitab Fighus Sunnah, jus II
halaman 248,

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan
bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami
dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta
hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba’in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan penggugat dipandang telah
mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf
f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan.

Sedangkan dalam rekonvensi, majelis hakim menolak gugatan
rekonvensi yang diajukan oleh tergugat yaitu meminta ganti rugi biaya
perkawinan sebesar Rp. 43.000.000,- terhadap penggugat. Sebab, gugatan
rekonvensi yang diajukan oleh tergugat tidak memiliki dasar hukum serta
landasan dalam hukum Islam. Berikut bunyi amar putusan dengan perkara
nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab dalam perkara cerai gugat.

Dalam Konvensi
Mengabulkan gugatan Penggugat

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (IF) binti (SYT)
dengan Tergugat (AC) bin (ABD) putus karena perceraian.
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Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat asal
ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk membayar/ mengembalikan uang
mahar kepada Tergugat sebesar Rp. 426.000,-(empat ratus dua
puluh enam ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten
Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna
didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Pada prinsipnya, dalam perkara cerai gugat gabla al dukhul ini,
penggugat hanya mengajukan tuntutan (petitum) berisi: mengabulkan gugatan
penggugat; menceraikan  perkawinan  penggugat dengan tergugat;
membebankan biaya perkara kepada penggugat atau menjatuhkan putusan lain
yang seadil-adilnya. Namun pada perkara cerai gugat dengan nomor 4841/ Pdt.
G/ 2011/ PA.Kab. Mlg, majelis hakim dalam amar putusan menghukum
kepada penggugat untuk membayar atau mengembalikan uang mahar
seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 426.000,-. Oleh karena itu, dalam putusan
dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg dapat dikatakan mengandung
ultra petitum partium. Ultra Petitum Partium adalah istilah hukum yang terdiri
dari dua kata yaitu ultra dan petitum partium atau lebih dikenal dengan petita.
Kata ultra mempunyai arti sangat, ekstrim dan lebih (berlebih-lebihan),

sedangkan kata petitum partium (petita) mempunyai arti permohonan, tuntutan

setelah gugatan (surat gugat) dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan
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diakhiri atau ditutup dengan mengajukan tuntutan (partium).*®Jadi, yang
dimaksud dengan ultra petitum partium (petita) adalah pengajuan permohonan
yang putusannya melebihi dari tuntutan dalam posita permohonan perkara.
Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR adalah hakim dilarang menjatuhkan
putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang
dituntut”. Artinya, hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan
melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra
petitum partium. Pada hakikatnya, setiap ultra petita dikategori melampaui
batas wewenang. Menurut pasal178 ayat (3) HIR, hakim atau pengadilan tidak
boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan
melebihi dari apa yang digugat dalam dalil (fundamentum petendi) dan petitum
gugatan.

Tindakan yang demikian, dianggap pelanggaran atau pelampauan
batas wewenang yang disebut ultra petita (ultra petitum partium). Putusan
yang dijatuhkan dianggap mengandung ultra vires, karena hakim atau
pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Akan tetapi, dalam
praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara
tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari
yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Lazimnya,
hakim menggunakan hak ex officio dengan pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, diterapkan pada kasus cerai

talak, sebab sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan isteri. Namun

18Martinus Sahrani dan 1lham Gunawan, Kamus Hukum, h. 154.
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terdapat realitas berbeda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada
perkara cerai gugat gabla al dukhul dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/
PA.Kab.Mlg, majelis hakim menggunakan hak ex officio dalam menetapkan
pengembalian mahar. Padahal pengembalian mahar tersebut tidak dituntut oleh
para pihak baik penggugat maupun tergugat. Artinya, dalam hal ini, hakim
dengan menggunakan hak ex officio seakan-akan bertentangan dengan asas
ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat gabla al-dukhul.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang paling utama adalah
putusan hakim itu sendiri, yaitu putusan perkara pada Pengadilan Agama
Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg.
Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang
berjudul Penelitian Hukum, bahwa putusan-putusan pengadilan yang berkaitan
dengan isu hukum yang dihadapi merupakan bahan hukum primer yang perlu
dirujuk oleh peneliti hukum.™® Dalam putusan dengan perkara nomor 4841/
Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg, majelis hakim dengan amar putusannya
mengabulkan gugatan penggugat, yaitu menceraikan perkawinan penggugat
dengan tergugat serta membebankan kepada penggugat untuk membayar atau
mengembalikan uang mahar kepada tergugat. Namun amar putusan yang
membebankan kepada penggugat untuk membayar atau mengembalikan uang
mahar kepada tergugat, merupakan sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak.
Artinya, dalam putusan dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/

PA.Kab.Mlg, mengandung ultra petitum partium. Akan tetapi, dalam praktek

139peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 146.
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beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu,
hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari yang
dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

Terdapat beberapa pertimbangan yang dituangkan oleh majelis
hakim mengabulkan gugatan penggugat serta membebankan kepada penggugat
untuk membayar atau mengembalikan uang mahar kepada tergugat, diantara
dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat gabla
al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan
hak ex officio, yaitu pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
serta pertimbangan yang menggunakan pemikiran sebagai fugaha’
(Hanafiyyah) yang menyatakan bahwa apabila perceraian (furgah) antara
suami isteri yang gabla al-dukhul itu dilakukan selain dengan cara thalak,
maka semua mahar menjadi gugur, in casu harus dikembalikan seluruhnya.

Pada amar putusan, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat
untuk menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan beberapa
pertimbangan. Dalam hal ini, penulis menemukan lima pertimbangan majelis
hakim yang didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta selama persidangan,
antara lain:

1. Pertimbangan Pertama

Menimbang, berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al
Bagarah: 237 menyatakan:



2= 7

u}’Mﬁ JQJ&WO‘J&U*&MOJ

2

£_g 5.
‘ -

/‘(Mo;; C&@éw;

4
}e/e <~
. -

[N g },/
Al 5am ol g2 0
WJ}

Y} \_ﬁj.awU ‘.JJS‘ ‘)—“—’*’ Q‘j CKJ\ o..u_c ;o.,\.,.:

@ P "/9: L A .,"/9/ /9. ./5"5} - :

Artinya: Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'‘afkan
atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan
pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu
melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Para ulama’ bersepakat bahwa seorang isteri yang bercerai dengan
suaminya sebelum keduanya berhubungan badan (persenggamaan),
maka kepada isteri dibebankan kewajiban untuk mengembalikan
sedikitnya separoh dari mahar yang diterima. Antara lain
disebutkan dalam Al-Fighul Islamy wa’adillatuh sebagai berikut:

Al J a8 Al LA g5l el Chal 0 sy e olgBall 58
o) DU 48l e \S) AL Uall g aged LD S ol g ] 5a

al )l 5 eyl aal) LAud

2. Pertimbangan Kedua
Menimbang, bahwa Penggugat sanggup mengembalikan seluruh
mahar yang diterimanya sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua
puluh enam ribu rupiah).

3. Pertimbangan Ketiga
Menimbang, disamping Penggugat memiliki kesanggupan dan

kemauan untuk mengembalikan semua mahar yang telah diterima
dari Tergugat, dalam pemikiran sebagian fugaha’ (Hanafiyyah)
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yang menyatakan bahwa apabila perceraian (furgah) antara suami
isteri yang gabla al-dukhul itu dilakukan selain dengan cara thalak,
maka semua mahar menjadi gugur, in casu harus dikembalikan
seluruhnya.

baawis Al Jd 5 J A all 8 3 0a yuay liasdd ji (S
aail -z 53l JB e al Blall U (e () 1S) 6 ) s | gl aen

—aid o) 5 Sy
Artinya: Semua perpisahan/ perceraian antara suami isteri yang
terjadi sebelum senggama dan/ khalwat selain karena alasan cerai

thalak menggugurkan (kewajiban suami) untuk membayar mahar,
baik perceraian itu atas inisiatif suami ataupun isteri.

4. Pertimbangan Keempat

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut,
maka berdasarkan pasal 41 huruf (cerai thalak) UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, secara ex officio, majelis hakim
menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan uang mahar
sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
kepada Tergugat.

5. Pertimbangan Kelima
Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat.'*°
Dasar pertimbangan yang pertama, kedua dan ketiga sebagaimana
dituangkan dalam amar putusan merupakan dasar hukum yang digunakan oleh
hakim dalam menghukum kepada penggugat untuk membayar/ mengembalikan

uang mahar kepada tergugat, yang merupakan hak tergugat sesuai dengan

ajaran agama Islam. Sedangkan pada pertimbangan yang keempat vyaitu

10putusan Nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, h. 8-10
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merupakan dasar hukum penggunaan hak ex officio, karena jabatan hakim
dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut
oleh para pihak (asas ultra petitum partium). Pada perkara cerai gugat dengan
nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg, majelis hakim menghukum
penggugat untuk mengembalikan uang maharkepada tergugat dapat dikatakan
mengandung ultra petitum partium. Sebab pengembalian mahar bukan
merupakan hal yang dituntut oleh para pihak. Penggugat hanya mengajukan
tuntutan (petitum) berisi: mengabulkan gugatan penggugat; menceraikan
perkawinan penggugat dengan tergugat; membebankan biaya perkara kepada
penggugat; atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Dasar
pertimbangan yang kelima merupakan dasar hukum yang bersifat umum,
terkait kewenangan serta administrasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
dalam memeriksa gugatan tersebut, pertimbangan tentang jenis atau penyebab
perkara diajukan dan lain-lain yang bersifat umum.

Selain bahan hukum yang penulis dapatkan dari putusan tersebut,
penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa, mengadili
serta memutus perkara cerai gugat gabla al-dukhul dengan nomor 4841/ Pdt.
G/ 2011/ PA. Kab.Mlg sebanyak dua orang, yaitu Drs. Waryono dan Nurul

Maulidah, S.Ag, M.H., sebagai hakim anggota.

. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim
Pada sub bab ini, penulis akan menjelaskan pertimbangan tentang

hukum pada putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg
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yang menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau
kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak
penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang
dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik
hukum tertulis maupun tidak tertulis.*** Pada tahap ini, hakim mengkualifisir
dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi
termasuk hubungan hukum apa atau bagaimana atau menemukan hukum untuk
peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti
mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk
dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.'** Apabila peristiwa hukum
telah terbukti dan peraturan hukum jelas, maka penerapan hukum akan mudah.
Namun apabila hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka hakim tidak hanya
menemukan hukum, tetapi hakim harus menciptakan hukum yang tidak
bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi
pandangan serta kebutuhan masyarakat. Adapun dasar hukum penemuan
hukum diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
Pasal 1
(1)Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia.'*®

YA, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 263-264.
12 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, h. 55.
3pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



85

Kata “merdeka” dalam undang-undang diatas, berarti bebas.
Kebebasan peradilan juga berarti kebebasan hakim, yaitu bebas untuk
mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.***
Kebebasan hakim yang demikian, memberikan tanda bahwa hakim berwenang
untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.

Pasal 5

(1)Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup di masyarakat.**°

Kata “menggali” pada undang-undang diatas menunjukkan bahwa
pada hakikatnya hukum telah ada, namun tersembunyi. Adapun untuk
menampakkan hukum tersebut, harus digali serta dicari dan diketemukan
terlebih dahulu.

Pada putusan dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg,
penulis menganalisis tahap kualifisir yang dilakukan oleh hakim. Majelis
hakim pada tahap ini, mengelompokkan peristiwa konkret dalam 3 (tiga)
peristiwva hukum, yaitu dalam konvensi, rekonvensi serta konvensi dan
rekonvensi mengenai hukumnya. Dalam konvensi, peristiwa hukum telah
terbukti dan peraturan hukum jelas, sebagaimana telah dijabarkan diatas.

Sedangkan dalam rekonvensi, hakim mengadili perkara ini

memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

““Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan, h. 60.
%5pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tergugat mengenai ganti
rugi biaya perkawinan tergugat sebesar Rp. 43.000.000,- harus dinyatakan
ditolak sebab tidak memiliki dasar hukum apapun.

Dalam konvensi dan rekonvensi, hakim mengadili perkara ini
memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya menghukum kepada
penggugat untuk membayar/ mengembalikan uang mahar seluruhnya kepada
tergugat sebesar Rp. 426.000,-. Namun amar putusan yang membebankan
kepada penggugat untuk membayar atau mengembalikan uang mahar kepada
tergugat, merupakan sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak. Artinya,
dalam putusan dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mig,
mengandung ultra petitum partium. Akan tetapi pada perkara ini, hakim
menggunakan ex officio. Sehingga, dapat memutus lebih dari yang dituntut,
sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

Adapun yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim dalam
menggunakan hak ex officio menyimpangi asas ultra petitum partium dalam
perkara cerai gugat gabla al-dukhul, sebagaimana disebutkan dalam amar
putusan yang berbunyi:

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan
tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf (cerai thalak)
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara ex
officio, majelis hakim menghukum kepada Penggugat
untuk mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada
Tergugat.

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

ada ketentuan secara tekstual mengenai penggunaan hak ex officio terhadap
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asas ultra petitum partium. Yang ada yaitu ketentuan mengenai akibat-akibat
putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal
41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan redaksi yang
berbunyi pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Disinilah hakim mulai melakukan penemuan hukum (rechsvinding) dengan
menggunakan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum, yaitu metode
interpretasi. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap
teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut
dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Menafsirkan suatu aturan
undang-undang bukan berarti mengubah atau mengganti aturan yang sudah
ada, namun semata-mata hanya memberikan ruang yang lebih luas bagi
penerapannya agar aturan tersebut mampu menjangkau persoalan yang tidak
secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi, tugas penting
dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di
masyarakat. Apabila undang-undang dapat dijalankan menurut arti katanya,
hakim harus menafsirkannya, sehingga dapat membuat sesuatu keputusan yang
adil dan sesuai maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.#°

Majelis hakim sebagai pelaku penemuan hukum dalam mengadili
perkara dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg, menafsirkan pasal 41
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan

interpretasi gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui

46Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 82.



88

makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa,
susunan kata atau bunyi teksnya. Kata “dapat” dalam pasal tersebut
mengandung kata fakultatif, yang menunjukkan suatu kebolehan. Sehingga,
ditafsirkan boleh secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk
menetapkan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan, seperti menetapkan mut’ah serta iddah dan/atau menentukan
sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Selain kata “dapat”, hakim dengan
menggunakan interpretasi gramatikal berdasarkan bahasa, susunan kata atau
bunyi teks dalam pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga
menafsirkan kata “dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”
ditafsiri secara luas oleh hakim dengan menguraikan menurut bahasa, susunan
kata atau bunyi teksnya, sehingga tidak dapat dipungkiri hakim dapat
menentukan suatu kewajiban bekas isteri yang merupakan hak suami, dalam
perkara ini menghukum penggugat untuk mengembalikan mahar kepada
tergugat. Hal ini sebagaimana ajaran agama Islam, yang mengatur tentang
pengaruh akad nikah, yaitu menimbulkan hak istri yang wajib dilaksanakan
oleh suami berupa mahar; mut’a/; nafkah, tempat tinggal dan pakaian serta adil
dalam pergaulan. Sebagaimana disebutkan dalam buku Figh Munakahat
karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam," isteri dapat memperoleh haknya
berupa mahar seluruhnya apabila telah bercampur. Bercampur dalam artian

telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya.

¥ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat, h. 191.
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Namun pada perkara cerai gugat dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/
2011/PA.Kab.Mlg, berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat,
penggugat mengakui bahwa:

Penggugat telah berusaha untuk mencintai tergugat, namun tidak
berhasil. Oleh sebab itu, penggugat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai seorang isteri.

Oleh karena itu, isteri dapat dianggap nusyuz, apabila tidak mau
melaksanakan kewajiban sebagai dalam batas-batas yang dibenarkan oleh
hukum Islam. Hal ini ditegaskan pada pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi:

Pasal 84
(1)Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)

kecuali dengan alasan yang sah.**®

Adapun kewajiban isteri sebagaimana diatur dalam pasal 83
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 83
(1)Kewajibn utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan
E;e:;irr:].kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum

() Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.**°

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa,

mengadili serta memutus perkara tersebut, diperoleh fakta bahwa sebelum

“8pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
9pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.
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terjadinya senggama datang dari pihak isteri, artinya isteri dalam hal ini tidak
menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan dapat dinyatakan nusyuz,
sebab perceraian sebelum terjadinya senggama datang dari pihak isteri tanpa
melanggar batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Membangkang dalam bahasa Arab adalah nusyuz yang diambil dari
kata an-nusyuz yang berarti dataran yang tinggi. Sedangkan makna wanita yang
melakukan tindak nusyuz adalah kebenciannya kepada suami, bertolak dari
ketaatannya dan matanya berpaling dari suaminya kepada orang lain. Diantara
bentuk nusyuz menurut ulama figh dari berbagai madzhab adalah menolak
untuk melakukan hubungan badan dengan suami tanpa ada alasan atau
menolak bentuk kenikmatan cumbuan lainnya semisal seperti ciuman, disentuh
dan yang lainnya baik penolakan ini terjadi di rumah suami atau rumahnya
sendiri.™® Bagi isteri seperti itu, hak pesangonnya gugur karena ia telah
menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Dengan demikian,
pesangon sebagai ganti rugi gugur seluruhnya, sebagaimana halnya hukum
seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.
Begitu juga mahar gugur apabila perempuan belum disenggamai melepaskan
maharnya atau menghibahkan kepadanya. Dalam hal ini, gugurnya mahar

dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya.***

OMuhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam,
(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 166-167.
Blsayyid Sabig, Fikih Sunnah ,h. 72.
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Hal tersebut diperkuat oleh Drs. Waryono,™?

terkait dengan
penggunaan hak ex officio terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara
perceraian diperkenankan selama masih mengenai keadilan materil. Keadilan
materil disini terkait dengan hak serta kewajiban antara penggugat dan
tergugat. Pada perkara tersebut pihak tergugatlah yang merasa dirugikan sebab
perceraian sebelum terjadinya senggama datang dari pihak isteri (penggugat).
Untuk itu, agar mencerminkan keadilan materil sesuai dengan ajaran hukum
Islam, maka hakim menghukum kepada penggugat untuk mengembalikan uang
mahar seluruhnya kepada tergugat. Pengembalian mahar disini merupakan hak
suami, sebab pada prinsipnya penggunaan hak ex officio apabila bukan haknya
tidak dapat dituntut. Oleh karena itu, penggunaan hak ex officio terhadap asas
ultra petitum partium diperkenankan selama menyangkut hak dan kewajiban
para pihak.

Sejalan dengan Drs. Waryono, Nurul Maulidah'®® menambahkan
bahwa hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas
ultra petitum partium dengan catatan apabila dalam petitum terdapat putusan
lain yang seadil-adilnya (et aduaetbono). Artinya, dalam hal tersebut
penggugat telah menyerahkan sepenuhnya perkara yang diajukan kepada
pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus dengan amar putusan yang

berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

Dengan demikian, hakim diberi kebebasan karena jabatannya (ex officio) dapat

2\Waryono, wawancara (Kepanjen, 16 Januari 2015).
3Nurul Maulidah, wawancara (Kepanjen, 16 Januari 2015).
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mengabulkan lebih dari yang dituntut selama memiliki sandaran hukumnya.
Hal ini juga diperkuat pada pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang
berbunyi:
Pasal 50
(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan

dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk

menggali.*>*

Setelah diketahui melalui penemuan hukum, bahwa penggunaan hak
ex officio menyimpangi asas ultra petitum partium dalam perkara ini berupa
pengembalian mahar berdasarkan pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 diperkenankan selama masih mengenai keadilan material serta
dalam petitum terdapat putusan lain yang seadil-adilnya (et aduaetbono) dan
diterapkan dalam perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat).

Ajaran hakim sebagai pemberi keadilan, berangkat dari pemikiran
kepada pendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak
hakim. Teori ini menolak supremasi legislatif berdasarkan kenyataan bahwa
setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang-undang, maka
tugas legislatif sudah berakhir. Legislatif tidak berurusan lagi apakan ketentuan

undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak dalam

pelaksanaannya. Tanggung jawab penerapan undang-undang tersebut telah

pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
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beralih kepada hakim.'®® Hakim merupakan salah satu komponen terpenting
dalam proses hukum di lingkungan peradilan serta dianggap tahu akan hukum
(ius curia novit), oleh karena itu independensi lembaga peradilan sangat
tergantung pada independensi kebebasan para hakim. Untuk itu, hakim karena
jabatannya bertugas untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan
alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dalam amar
putusannya (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 RBQ).

Untuk selanjutnya mengenai sumber hukum yang diterapkan pada
pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat gabla al-dukhul sebagaimana
bersumber pada hukum syara’, yaitu al-Qur’an, hadits, qaul fuqaha’, yang
diterjemahkan dalam bahasa hukum.*® Sebagaimana dituangkan pada dasar
pertimbangan dalam amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-
Bagarah: 237 menyatakan'
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Artinya: Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum
kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu
sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari
mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu
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%5 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, h. 211.
%6Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 207.
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itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa
dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu
kerjakan.

Para ulama’ bersepakat bahwa seorang isteri yang bercerai
dengan suaminya sebelum keduanya berhubungan badan
(persenggamaan), maka kepada isteri dibebankan kewajiban
untuk mengembalikan sedikitnya separuh dari mahar yang
diterima. Antara lain disebutkan dalam Al-Fighul Islamy
wa’adillatuh sebagai berikut:

084 L an 5l eall Coai i pay o oLl 3
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Pada surat Al- Bagarah ayat 237 tersebut merupakan salah satu dalil
yang menunjukkan kekhususan mut’ah dari apa yang telah diisyaratkan oleh
ayat sebelumnya. Dari ayat tersebut, Allah SWT hanya mewajibkan setengah
dari mahar yang telah ditentukan, jika suami menceraikan isterinya sebelum
dicampuri. Pemberian setengah dari mahar dalam keadaan seperti itu,
merupakan suatu kesepakatan para ulama dan tidak terdapat lagi perbedaan
diantara mereka. Ketika mahar telah disebutkan kepada seorang wanita,
kemudian si suami menceraikannya sebelum dicampuri, maka suami tersebut
berkewajiban memberikan setengah dari mahar yang telah disebutkan tersebut.
Namun menurut Imam yang tiga, suami harus memberikan seluruh mahar, jika
telah berkhalwat (berdua-duaan) meskipun belum mencampurinya. Ini

merupakan madzhab Imam Asy-Syafi’l dalam qaul gadim (pendapat lama).
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Pada ayat 273 yang wajib adalah setengah dari apa yang telah
ditentukan, kecuali wanita yang diceraikan memaafkan atau orang yang
memiliki hak melakukan akad nikah, yaitu suami memaafkan. Kemudian
setelah penetapan hukum yang adil dan penuh kasih sayang, Allah SWT
mengajak kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan bahwa orang yang

memaafkan diantara keduanya itu lebih mendekati takwa.

Menimbang, disamping Penggugat memiliki kesanggupan
dan kemauan untuk mengembalikan semua mahar yang
telah diterima dari Tergugat, dalam pemikiran sebagian
fugaha’ (Hanafiyyah) yang menyatakan bahwa apabila
perceraian (furgah) antara suami isteri yang gabla al-
dukhul itu dilakukan selain dengan cara thalak, maka
semua mahar menjadi gugur, in casu harus dikembalikan
seluruhnya.

3ol Jd8 5 J A all Jd 3 0a jes ciliasdd 4 (S
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Artinya: Semua perpisahan/ perceraian antara suami
isteri yang terjadi sebelum senggama dan/ khalwat selain
karena alasan cerai thalak menggugurkan (kewajiban

suami) untuk membayar mahar, baik perceraian itu atas
inisiatif suami ataupun isteri.

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isteri
yang dilakukan pada waktu berlangsungnya akad nikah. Dikatakan pemberian
pertama karena setelah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus
dilakukan oleh suami selama masa perkawinan. Pemberian mahar ini

dimaksudkan untuk mempersiapkan dan membiasakan suami menghadapi
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kewajiban materiil berikutnya. Dalam Figih Sunnah'®’ disebutkan bahwa
mahar yang telah dijanjikan wajib dibayar seluruhnya apabila istri sudah
dijimak dan apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia sebelum
bersetubuh. Sehingga, suami gugur dari kewajiban membayar mahar
seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama datang dari pihak
isteri.

Bagi isteri seperti itu, hak pesangonnya gugur karena ia telah
menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Dengan demikian,
pesangon sebagai ganti rugi gugur seluruhnya, sebagaimana halnya hukum
seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.
Begitu juga mahar gugur apabila perempuan belum disenggamai melepaskan
maharnya atau menghibahkan kepadanya. Dalam hal ini, gugurnya mahar
dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya. Dan mahar
sepenuhnya ada dalam kekuasaan perempuan. Sebab apabila isteri telah
menjalankan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan
suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak isteri akan
menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna.**®

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan
pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus mejatuhkan putusan dengan
mempertimbangan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proposional,

yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang

Y7sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, h. 72.
18 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat, h. 191.
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mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan
kemanfaatan. Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar
pertimbangan hakim baik dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam
amar putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg, maka

penulis akan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Aspek Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis
merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman
pada hukum syara’, yaitu al-Qur’an, hadits dan qaul fugaha. Sehubungan
dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur filosofis,
sekaligus mencerminkan asas keadilan dan kebenaran yang berpedoman
pada hukum syara’, yaitu al-Qur’an, hadits dan qaul fuqaha, penulis
melakukan analisis pada putusan dalam perkara cerai gugat gabla al-dukhul
dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg. majelis hakim yang
mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya
sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al
Bagarah: 237 menyatakan:
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Artinya: Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum
kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya
kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua
dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-
isterimu itu mema‘afkan atau dima'afkan oleh orang yang
memegang ikatan nikah dan pema‘'afan kamu itu lebih dekat
kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa
yang kamu kerjakan.

Para ulama’ bersepakat bahwa seorang isteri yang bercerai
dengan suaminya sebelum keduanya berhubungan badan
(persenggamaan), maka kepada isteri dibebankan kewajiban
untuk mengembalikan sedikitnya separuh dari mahar yang
diterima. Antara lain disebutkan dalam Al-Fighul Islamy
wa’adillatuh sebagai berikut:
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Menimbang, disamping Penggugat memiliki kesanggupan
dan kemauan untuk mengembalikan semua mahar yang telah
diterima dari Tergugat, dalam pemikiran sebagian fuqaha’
(Hanafiyyah) yang menyatakan bahwa apabila perceraian
(furgah) antara suami isteri yang gqabla al-dukhul itu
dilakukan selain dengan cara thalak, maka semua mahar
menjadi gugur, in casu harus dikembalikan seluruhnya.

Al dad g J saall J8 3 0a pes ciliasdd j3 (S
d.ﬁdaoe\ Bi‘}d\dﬁwug\e \)u,‘)@.‘d\@mm
—add ol 5 DY) 4l - g )

Artinya: Semua perpisahan/ perceraian antara suami isteri
yang terjadi sebelum senggama dan/ khalwat selain karena
alasan cerai thalak menggugurkan (kewajiban suami) untuk

membayar mahar, baik perceraian itu atas inisiatif suami
ataupun isteri.
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Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang
mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang
bersengketa. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh
pihak lain. Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam
institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.™® Hakikat
keadilan menurut John Christman,*® dibagi menjadi tiga macam yaitu teori
keadilan retributif, korektif dan distributif. Namun, secara umum teori
keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributif dan
distributif. Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan
terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang
berkaitan dengan pembagian nikmat (benefits) dan beban (burdens). Pada
keadilan distributif, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip
keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam
masyarakat.'®* Adapun penerapan keadilan dalam keputusan, yaitu harus
didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan, baik
secara intuitif maupun rasional.*®* Prinsip keadilan merupakan solusi bagi
problem utama keadilan, yaitu prinsip kebebasan yang sama besarnya
(principle of greatest equal liberty) dan prinsip perbedaan (the difference
principle). Menurut prinsip kebebasan yang besarnya sama, tiap-tiap orang
memiliki hak yang sama atas seluruh sistem yang terbangun. Sedangkan

menurut prinsip perbedaan, perbedaan kebutuhan harus diatur agar

1%930hn Rawls, Teori Keadilan, h. 3.

1%030hn Christman, Social and Political Philosophy, h. 60-61.
¥1Mawardi, Keadilan Sosial Menurut John Rawls, h. 46-47.
82\Mawardi, Keadilan Sosial Menurut John Rawls, h. 10.
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memberikan manfaat bagi mereka yang kurang memiliki peluang untuk
mencapai kesejahteraan dan kekuasaan dalam masyarakat.*®

Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara ini
mencerminkan unsur keadilan, karena majelis hakim telah mengakui adanya
persamaan hak dan kewajiban bagi para pihak, majelis hakim telah
menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan dasar
pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh
masyarakat, pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya

menjadi haknya, dalam perkara ini pengembalian mahar dan pihak yang

kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

2. Dasar Pertimbangan Aspek Yuridis
Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang
memperhatikan unsur yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian
hukum, penulis melakukan analisis pada putusan dalam perkara cerai gugat
gabla al-dukhul dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg. Majelis
hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang
inti pokoknya sebagai berikut:
Menimbang berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan penggugat dipandang telah
mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf
f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116

183 Anil Dawan, “Keadilan Sosial: Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Implementasinya Bagi
Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia” https://www.google.com/teori keadilan john rawls.pdf,
diakses tanggal 25 Februari 2015.


https://www.google.com/teori
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huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan

tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf (cerai thalak)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara ex

officio, majelis hakim menghukum kepada Penggugat

untuk mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada

Tergugat.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian,
sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penyelesaian

yang dipandang adil adalah perceraian.

Dasar pertimbangan hakim pada perkara ini sebenarnya
mengandung aspek filosofis dan sosiologis, namun penekanannya lebih
pada aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak
pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan tersebut telah
memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

. Dasar Pertimbangan Aspek Sosiologis
Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang
hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam

penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas
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serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat
yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiolgis mencerminkan
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan
hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan
tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Untuk mengetahui bentuk dasar pertimbangan aspek sosiologis
yang mencerminkan asas kemanfaatan, perlu dilakukan analisis pada
putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg tentang
cerai gugat gabla al-dukhul. Majelis hakim Pengadilan Agama Kaupaten
Malang memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat
telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena
justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan
mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian
yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan
doktrin hukum Islam dan kitab Fighus Sunnah, jus Il
halaman 248,

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan
bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami
dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta
hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan penggugat dipandang telah
mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf
f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan.
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Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat
telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena
justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan
mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian
yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan
doktrin hukum Islam dan kitab Fighus Sunnah, jus Il
halaman 248,

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan
bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami
dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta
hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba'in.

Menghukum kepada penggugat untuk membayar/
mengembalikan uang mahar kepada tergugat sebesar Rp.
426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Analisis hukumnya, bahwa putusan majelis hakim yang
memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas
kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah
memberikan kebahagian dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara,
telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak
serta kewajiban oleh para pihak. Dasar pertimbangan hakim ini, apabila
dicermati secara jelas, benar-benar telah memenuhi unsur sosiologis,
mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini
dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak, yang sudah tidak mampu
lagi mempertahankan perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus. Selain itu, komunikasi antara penggugat
dengan tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga sangat sulit untuk

dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa

perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin
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dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan
dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang
dipandang adil adalah perceraian.

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim berdasarkan
aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban bagi para pihak,
yaitu dengan menghukum kepada penggugat untuk mengembalikan mahar
seluruhnya kepada tergugat sesuai dengan ajaran agama Islam, yang mana
pengembalian mahar tersebut merupakan hak tergugat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada
perkara cerai gugat gabla al-dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/
PA.Kab.Mlg telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang
mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam

putusan.

. Akibat Hukum Hak Ex Officio Terhadap Asas Ultra Petitum Partium
dalam Putusan dengan Perkara No. 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg
Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu
tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, terdapat empat macam
akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya
suatu kaidah hukum tertentu; akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau
lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu akibat hukum berupa sanksi, baik

sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan dan akibat hukum
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yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat.'®* Dalam perkara cerai
gugat gabla al-dukhul dengan perkara no.4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mig,
akibat hukum vyang ditimbulkan adalah akibat hukum berupa lahirnya,
berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Adapun maksud akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau
lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu dalam perkara nomor 4841/ Pdt. G/
2011/ PA.Kab.Mlg, yaitu yang semula penggugat dengan tergugat memiliki
hubungan hukum dalam ikatan perkawinan, namun setelah hakim
mengeluarkan amar putusan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi
di persidangan, serta setelah dikeluarkannya akta cerai oleh pengadilan maka
lenyaplah atau putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
Sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang
diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat bukti
lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat
telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena
justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan
mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian
yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan
doktrin hukum Islam dan kitab Fighus Sunnah, jus II
halaman 248,

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan
bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami
dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta
hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba 'in.

164Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, h. 192-193.



106

Talak ba’in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan
suami isteri. Talak ba’in ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu talak ba'’in
shugra dan talak ba’in kubra. Talak ba’in shugra ialah talak yang
menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan
hak nikah baru kepada kepada bekas isterinya itu. Adapun yang termasuk
dalam talak ba’in shugra ialah talak yang dijatunkan suami kepada isteri yang
belum terjadi dukhul (setubuh), talak dengan penggantian harta atau yang
disebut khulu’dan talak karena aib (cacat badan) karena salah seorang
dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.’®® Sedangkan
hukum talak ba’in shugra yaitu hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri,
hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri
berdua-duaan), masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal,
bekas isteri dalam masa iddah berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan
berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah serta rujuk dengan akad dan
mahar yang baru.'®®

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim serta kajian teori diatas,
dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menceraikan dengan talak ba 'in shugra,
sehingga berlaku pula akibat hukum sebagaimana disebutkan, dengan amar:

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (IF) binti (SYT)
dengan Tergugat (AC) bin (ABD) putus karena perceraian.

15 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 198.
166Tihami dan Sohari Sahrani, Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 245-246.
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Selain putusnya ikatan perkawinan antara para pihak, karena dalam
perkara cerai gugat tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak pernah
melakukan hubungan suami isteri (gabla al-dukhul). Maka sesuai dengan
ajaran agama Islam, penggugat dibebani oleh hakim, mengembalikan apa yang
menjadi hak tergugat yaitu mengembalikan mahar yang telah penggugat
terima.

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isteri
yang dilakukan pada waktu berlangsungnya akad nikah.Dikatakan pemberian
pertama karena setelah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus
dilakukan oleh suami selama masa perkawinan. Pemberian mahar ini
dimaksudkan untuk mempersiapkan dan membiasakan suami menghadapi
kewajiban materiil berikutnya. Hal ini diperkuat oleh Sayyid Sabig*®’ dalam
bukunya yang berjudul Figh Sunnah terkait dengan gugurnya mahar bahwa
suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian
sebelum terjadinya senggama datang dari pihak isteri, umpamanya isteri keluar
dari Islam atau minta fasakh karena suami miskin, cacat atau karena
perempuan setelah dewasa menolak untuk bersuamikan dengan suami yang ia
kawinkan walinya sebelum balighnya.

Bagi isteri seperti itu, hak pesangonnya gugur karena ia telah
menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Dengan demikian,
pesangon sebagai ganti rugi gugur seluruhnya, sebagaimana halnya hukum

seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.

¥7sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, h. 72.
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Begitu juga mahar gugur apabila perempuan belum disenggamai melepaskan
maharnya atau menghibahkan kepadanya. Dalam hal ini, gugurnya mahar
dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya. Dan mahar
sepenuhnya ada dalam kekuasaan perempuan.®®

Sedangkan akibat hukum hak ex officio terhadap asas ultra petitum
partium dalam putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.
Mlg akan dijabarkan sebagai berikut:

Pada hakikatnya, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita
maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires
yakni bertindak melampaui wewenangnya. Bahkan dikatakan bahwa apabila
putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat dan harus
dibatalkan, meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith)
maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Hal ini
berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg
serta pasal 50 Rv bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh
mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Oleh
karena itu, tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (accordance with the
law) dan harus mengikuti prinsip rule of law, maka tindakan hakim
mengabulkan melebihi dari yang dituntut nyata-nyata melampaui batas
wewenang Yyang diberikan pasal tersebut. Sesuai dengan prinsip rule of law,
siapapun tidak boeh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya

(beyond the powers of his authority).

1%8sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, h. 72.
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Namun, menurut Sudikno Mertokusumo®®® berdasarkan pada
yurisprudensi tanggal 4 Februari 1970, dengan nomor 499 K/ Sip/1970%.
Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta
dalam hal ada hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini, pasal 178
ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan
tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar
memberikan putusan yang menciptakan keadilan.Selain itu, mengabulkan hal
yang lebih dari yang digugat masih diizinkan selama masih sesuai dengan
kejadian materiilnya.Namun ditegaskan oleh Yahya Harahap'’* bahwa
pengecualian terhadap asas ultra petitum partium, sifatnya sangat kasuistik,
artinya tidak dalam semua kasus yang masuk ke pengadilan, hakim
memutuskannya dengan menggunakan hak ex officio. Namun, dalam perkara
perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, hakim dapat memutus lebih
dari yang diminta karena jabatannya.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, bahwa apabila putusan
mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat dan harus dibatalkan. Maka
penulis akan menjabarkan mengenai kekuatan hukum putusan dengan perkara
nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg. Pada prinsipnya, putusan pengadilan
mempunyai tiga kekuatan, vyaitu: kekuatan mengikat (bindende kracht;
kekuatan bukti (bewijzende krach) dan kekuatan eksekusi (executoriale

kracht). Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai

195udikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 226.
YNlomor 499 K/ Sip/1970*"°, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I, h. 93.
Yy ahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 802.



110

kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum
yang tetap (in kracht). Suatu putusan dikatakanin kracht adalah apabila upaya
hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu
untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan
sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada
lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi
hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali.

Sehingga, pada putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/
PA.Kab.Mlg telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht) dan
berkekuatan hukum tetap. Sebab para pihak tidak mempergunakan upaya
hukum seperti verzet, banding, kasasi dalam tenggang waktu yang diberikan
oleh pihak Pengadilan Agama/ Mahkamah Agung.

Apabila putusan hakim mengenai perceraian telah berkekuatan
hukum tetap, maka panitera pengadilan agama selambat-lambatnya dalam
waktu tujuh hari setelah putusan itu diberitahukan mengeluarkan Akta Cerai
sebagai bukti adanya perceraian (pasal 84 ayat (4) Undang-Undang No. 7
Tahun 1989). Dalam perkara cerai gugat, maka akta cerai didasarkan atas
putusan pengadilan agama/ Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa
perkawinan putus karena perceraian terhitung sejak putusan tersebut
mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 7
Tahun 1989). Akta cerai tersebut tercatat dalam Register Akta Cerai pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.
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Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, panitera
atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/
penetapan cerai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/
KUA Kecamatan di tempat tinggal suami dan isteri yang bersangkutan serta
PPN/ KUA Kecamatan yang dahulu mencatat perkawinan mereka, untuk
diadakan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagaimana dicantumkan dalam
pertimbangan putusan hakim dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/
PA.Kab. MlIg berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi di
persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas.



